SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 40/Menhut-1I/2015
tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan
Tanaman Rakyat Seluas 4.510 Hektar Pada Kawasan
Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Timur,
Gubernur Kalimantan Timur Atas Nama Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan
IUPHHK-HTR;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 48 Tahun 2015  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Berusaha Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri LHK Nomor P.13/Menlhk-11/2015
tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/20/M.PAN/04 /2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks
Kepuasan Masyarakat;
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Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur
Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor };

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun
2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
Nomor 21);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksana Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun
2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Sektor
Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit
Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 17);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu
Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2015 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Nomor 2};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 48), diubah sebagai
berikut

1. Pada Lampiran II sektor kehutanan untuk perizinan, setelah angka 8
ditambah angka 9 dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat (IUPHHK-HTR).
10. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK).
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. MEILIANA, SE, MM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
HUKUM,

H. SURJTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006




